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Abstrak

Program Perhutanan Sosial di Indonesia bertujuan meningkatkan Kkesejahteraan
masyarakat sekitar hutan sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan. Namun, kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Goal 10 (Reducing
Inequalities) masih jarang dievaluasi secara sistematis. Penelitian ini mengevaluasi
peran Program Perhutanan Sosial dalam pengurangan ketimpangan di Indonesia
melalui tinjauan literatur terhadap 82 artikel ilmiah terbitan tahun 2025 dan analisis
deskriptif data koefisien Gini menurut provinsi dari Badan Pusat Statistik. Temuan
literatur disintesis secara tematik dan dikaitkan dengan indikator SDGs Goal 10. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial berkontribusi signifikan terhadap
pengurangan ketimpangan intrawilayah melalui peningkatan pendapatan, diversifikasi
penghidupan, penguatan akses sumber daya produktif, dan inklusi sosial kelompok
rentan. Namun, dampaknya terhadap ketimpangan antardaerah dan indikator makro
seperti koefisien Gini nasional masih terbatas dan tidak langsung. Penelitian ini
menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan instrumen komplementer yang
efektif pada skala lokal dalam agenda pengurangan ketimpangan, sekaligus
berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial sebagai bagian dari mitigasi ancaman
non-militer, tetapi memerlukan integrasi dengan kebijakan pembangunan wilayah dan
perlindungan sosial untuk menghasilkan dampak nasional yang lebih luas.

Kata kunci:Perhutanan Sosial, ketimpangan pendapatan, Rasio Gini, SDGs Tujuan 10,
Pembangunan Pedesaan.
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Abstract

The Social Forestry Program in Indonesia aims to improve the welfare of communities
around forests while supporting sustainable natural resource management. However,
its contribution to the achievement of SDGs Goal 10 (Reducing Inequalities) is still
rarely evaluated systematically. This study evaluates the role of the Social Forestry
Program in reducing inequality in Indonesia through a literature review of 82 scientific
articles published in 2025 and a descriptive analysis of Gini coefficient data by province
from the Central Statistics Agency. The literature findings are synthesized thematically
and associated with the SDGs Goal 10 indicators. The results of the study show that
Social Forestry contributes significantly to reducing intra-regional inequality through
increasing income, diversifying livelihoods, strengthening access to productive
resources, and social inclusion of vulnerable groups. However, its impact on
interregional inequality and macro indicators such as the national Gini coefficient is still
limited and indirect. This research confirms that Social Forestry is an effective
complementary instrument at the local scale in the inequality reduction agenda, while
contributing to strengthening social resilience as part of non-military threat mitigation,
but requires integration with regional development and social protection policies to
produce broader national impacts.

Key Words: Social Forestry, Income Inequality, Gini Ratio, SDGs Goal 10, Rural
Development.

A. Pendahuluan

Ketimpangan sosial dan ekonomi dalam kajian keamanan kontemporer dipahami sebagai
bentuk kerentanan non-militer yang berpotensi melemahkan stabilitas sosial dan keberlanjutan
pembangunan. Perluasan konsep keamanan yang dikemukakan oleh Buzan & Hansen (2009)
menegaskan bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya bersumber dari aspek militer, tetapi
juga dari ketimpangan struktural yang menggerus kohesi sosial dan legitimasi pembangunan.
Perspektif keamanan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development
Programme (1994) menempatkan kemiskinan dan ketimpangan sebagai ancaman langsung
terhadap kesejahteraan individu, khususnya di negara berkembang dengan ketimpangan spasial
yang kuat antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan berbasis sumber daya alam.

Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 10 secara eksplisit menekankan perlunya
intervensi kebijakan yang sistematis untuk menurunkan kesenjangan intra dan antardaerah,
antarkelompok sosial, serta antarwilayah melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan
berkeadilan. Laporan ketimpangan global menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan
ekonomi tidak secara otomatis diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan dan akses terhadap
sumber daya produktif. Ketimpangan tersebut cenderung lebih menonjol di wilayah perdesaan
dan kawasan berbasis sumber daya alam, yang secara struktural memiliki keterbatasan dalam
akses ekonomi dan sosial (Chancel et al., 2025).

Di Indonesia, dinamika ketimpangan tercermin dari variasi koefisien Gini antarprovinsi dan
antardaerah, yang mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan nasional belum terdistribusi
secara merata. Wilayah perdesaan dan kawasan hutan masih menghadapi keterbatasan akses
terhadap lahan, permodalan, teknologi, serta jaringan pasar, yang berdampak langsung pada
rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Data Badan Pusat Statistik
menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah dengan ketergantungan tinggi
terhadap sektor kehutanan cenderung bersifat persisten dibandingkan wilayah non-hutan,
sehingga menuntut adanya kebijakan afirmatif yang kontekstual dan berbasis karakteristik
wilayah.

Dalam kerangka tersebut, Program Perhutanan Sosial dikembangkan sebagai instrumen
kebijakan untuk memperluas akses kelola hutan bagi masyarakat sekaligus mendorong
peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Program ini mencakup berbagai skema
pengelolaan hutan berbasis masyarakat, antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa,
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Rakyat, yang
dirancang untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam
pengelolaan sumber daya hutan. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial
berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, diversifikasi mata
pencaharian, serta penguatan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu dan sistem
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agroforestri (Abbas et al., 2025; Agnur et al., 2025; Hakim et al.,, 2025; Mustamu & Kewilaa,
2025).

Selain dimensi ekonomi, Perhutanan Sosial juga memiliki implikasi penting terhadap aspek
sosial pembangunan. Program ini berperan dalam pemberdayaan masyarakat adat, peningkatan
partisipasi kelompok tani hutan, serta penguatan peran gender dalam pengelolaan sumber daya
hutan (Apriani et al., 2025; Andriyani & Irfan, 2025; Hole & Mayarni, 2025). Penelitian terdahulu
menegaskan bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas
kelembagaan lokal dan modal sosial, yang berfungsi sebagai prasyarat bagi keberlanjutan
pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bimantara et al., 2025; Gumilar
et al, 2025; Wulandari & Kusuma, 2025).

Meskipun demikian, kajian mengenai kontribusi Perhutanan Sosial terhadap pencapaian
SDGs Goal 10 masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian berfokus
pada dampak pada skala mikro, seperti peningkatan pendapatan atau produktivitas kelompok
tani hutan, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan indikator ketimpangan yang
digunakan dalam kerangka SDGs, seperti koefisien Gini, proporsi penduduk berpendapatan
rendah, maupun kesenjangan antardaerah. Selain itu, literatur juga menunjukkan adanya variasi
capaian Perhutanan Sosial antarwilayah yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan,
dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi sosial-ekonomi awal masyarakat
setempat (Hadianti et al., 2025; Nasution et al.,, 2025; Priyanti et al., 2025).

Kesenjangan antara tujuan normatif Perhutanan Sosial dan bukti empiris mengenai
kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan menegaskan perlunya kajian sintesis yang
lebih komprehensif. Pendekatan tinjauan literatur memungkinkan integrasi temuan-temuan
empiris yang tersebar untuk membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai peran
Perhutanan Sosial dalam mendukung pembangunan inklusif. Selain itu, pengaitan hasil kajian
literatur dengan indikator ketimpangan makro, seperti koefisien Gini, menjadi penting untuk
menilai relevansi dan kontribusi Perhutanan Sosial dalam kerangka pencapaian SDGs Goal 10
secara lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap pencapaian SDGs Goal 10 di Indonesia melalui
tinjauan literatur sistematis terhadap 82 artikel ilmiah yang terbit pada tahun 2025, serta
analisis data ketimpangan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan laporan ketimpangan
global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya
diskursus mengenai Perhutanan Sosial dan pembangunan inklusif, sekaligus memberikan
implikasi kebijakan bagi penguatan Perhutanan Sosial sebagai instrumen pengurangan
ketimpangan di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan literatur
(literature review) yang diperkaya oleh analisis konteks kuantitatif makro (Creswell & Creswell,
2018). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi kontribusi Program Perhutanan Sosial
terhadap pencapaian SDGs Goal 10 (Reducing Inequalities) di Indonesia melalui sintesis temuan
empiris dan analisis kebijakan.

Sumber data utama penelitian ini terdiri atas 82 artikel ilmiah mengenai Perhutanan Sosial
yang seluruhnya terbit pada tahun 2025 dan relevan dengan dimensi kesejahteraan,
pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat. Literatur pendukung meliputi World Inequality
Report 2026 sebagai kerangka pembanding global serta referensi memanfaatkan data koefisien
Gini menurut provinsi dan daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai
konteks empiris untuk menggambarkan dinamika ketimpangan di Indonesia.

Seleksi literatur dilakukan secara purposif dengan kriteria sebagai berikut: (1) membahas
Perhutanan Sosial atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia; (2) memuat aspek
sosial-ekonomi atau kesejahteraan masyarakat; (3) diterbitkan pada tahun 2025; dan (4)
memiliki relevansi dengan indikator SDGs Goal 10. Artikel yang tidak memenuhi kriteria
tersebut dikeluarkan dari proses analisis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, literatur diklasifikasikan secara
tematik untuk mengidentifikasi pola kontribusi Perhutanan Sosial terhadap peningkatan
pendapatan, diversifikasi penghidupan, penguatan kelembagaan, dan inklusi sosial. Kedua,
temuan empiris disintesis secara komparatif untuk menilai kesesuaiannya dengan indikator-
indikator SDGs Goal 10. Ketiga, hasil sintesis literatur dianalisis secara kontekstual dengan
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menggunakan data koefisien Gini BPS guna menempatkan temuan pada tingkat mikro dalam
kerangka ketimpangan nasional dan regional.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan
untuk mengevaluasi kontribusi konseptual dan empiris Program Perhutanan Sosial terhadap
upaya pengurangan ketimpangan di Indonesia. Oleh karena itu, analisis kuantitatif digunakan
secara terbatas sebagai konteks pendukung, bukan sebagai dasar inferensi statistik.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan sintesis terhadap 82 artikel ilmiah Perhutanan Sosial yang terbit pada tahun
2025, penelitian ini mengelompokkan temuan-temuan utama ke dalam beberapa klaster
tematik. Klaster tersebut kemudian dipetakan terhadap indikator SDGs Goal 10 untuk
mengevaluasi kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap upaya pengurangan kesenjangan

di Indonesia, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Sintesis Kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap Indikator SDGs Goal 10

Klaster Tematik Bentuk Kontribusi Indikator Implikasi terhadap
Temuan Literatur Perhutanan Sosial SDGs Goal Pengurangan
10 Terkait Kesenjangan
Peningkatan Kenaikan pendapatan 10.1.1 Mengurangi kesenjangan
pendapatan rumah dari HHBK, agroforestri, (Koefisien intrawilayah antara
tangga masyarakat ekowisata, dan usaha Gini), 10.2.1  masyarakat sekitar
sekitar hutan KUPS hutan dan non-hutan
Diversifikasi sumber Peralihan dari 10.1.1,10.2.1 Memperkuat ketahanan
penghidupan ketergantungan tunggal ekonomi kelompok
ke multi-sumber nafkah berpendapatan rendah
berbasis hutan
Pemberdayaan Peningkatan akses 10.2.1,10.3.1 Mendorong inklusi sosial
kelompok rentan kelola, partisipasi, dan dan pengurangan
(petani kecil, penguatan peran sosial eksklusi struktural
perempuan,
masyarakat adat)
Penguatan Peningkatan kapasitas 10.3.1,10.4.1 Mengurangi
kelembagaan lokal organisasi, tata kelola, ketimpangan relasi
(KTH, KUPS, hutan dan posisi tawar kuasa dalam pengelolaan
adat) ekonomi sumber daya
Pengembangan Tumbuhnya usaha lokal 10.1.1,10.b.1 Mendorong pemerataan
ekonomi lokal berbasis dan ekonomi desa manfaat pembangunan
sumber daya hutan berbasis Perhutanan di wilayah perdesaan
Sosial
Akses terhadap sumber Legalitas akses lahan 10.2.1 Mengurangi kesenjangan
daya produktif dan kepastian usaha struktural akibat
masyarakat hutan keterbatasan akses aset
Kontribusi terhadap Penurunan kerentanan 10.1.1(a), Mendukung penurunan
pengurangan ekonomi rumah tangga  10.1.1(f) kesenjangan berbasis
kemiskinan lokal di sekitar kawasan wilayah tertinggal
hutan
Variasi capaian Perbedaan hasil akibat 10.1.1, Menunjukkan
antarwilayah kapasitas kelembagaan  10.1.1(e) keterbatasan kontribusi
dan dukungan kebijakan terhadap kesenjangan
lokal antardaerah
Integrasi sosial- Pengelolaan hutan 10.2.1 Memperkuat
ekologis lestari yang menopang keberlanjutan manfaat
stabilitas ekonomi ekonomi bagi kelompok
jangka panjang bawah
Keterbatasan dampak Dampak terhadap Gini 10.1.1 Menegaskan Perhutanan

makro

Sumber: Analisis Literatur

Ratio nasional masih
bersifat tidak langsung

Sosial sebagai instrumen
pelengkap kebijakan

~ makro
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1. Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pengurangan Ketimpangan Intrawilayah

Sintesis terhadap 82 artikel ilmiah Perhutanan Sosial yang terbit pada tahun 2025
menunjukkan bahwa kontribusi paling konsisten dari program ini terhadap pencapaian SDGs
Goal 10 terletak pada pengurangan ketimpangan intrawilayah, khususnya di kawasan
perdesaan dan sekitar hutan. Mayoritas studi melaporkan peningkatan pendapatan rumah
tangga masyarakat hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), agroforestri,
pengolahan komoditas lokal, serta penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
(Abbas et al., 2025; Hakim et al., 2025; Winanto et al., 2025; Witno et al., 2025).

Temuan ini selaras dengan literatur internasional yang menegaskan bahwa akses
terhadap sumber daya produktif merupakan determinan utama ketimpangan ekonomi (Chancel
et al, 2025). Dalam konteks Indonesia, Perhutanan Sosial bekerja sebagai mekanisme
redistribusi akses, bukan redistribusi pendapatan secara langsung. Dengan memberikan
kepastian akses kelola hutan, program ini memungkinkan kelompok masyarakat
berpendapatan rendah meningkatkan posisi ekonomi relatifnya di tingkat lokal, meskipun
dampaknya terhadap koefisien Gini nasional bersifat tidak langsung dan gradual.

Data Gini Ratio provinsi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa
ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih relatif tinggi, terutama antara kawasan
perkotaan dan perdesaan. Dalam konteks ini, Perhutanan Sosial berperan sebagai instrumen
korektif di tingkat mikro yang melengkapi kebijakan makro pengurangan ketimpangan (BPS,
2025).

2. Diversifikasi Penghidupan dan Ketahanan Sosial-Ekologis

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial secara sistematis mendorong
diversifikasi sumber penghidupan, yang menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi
masyarakat hutan. Berbagai studi menunjukkan peralihan dari ketergantungan tunggal pada
pertanian subsisten menuju kombinasi agroforestri, HHBK, peternakan lebah madu, ekowisata,
dan usaha olahan hasil hutan (Astaman et al., 2025; Ibrahim et al., 2025; Sahureka et al., 2025).

Dari perspektif teori resiliensi sosial-ekologis, diversifikasi penghidupan meningkatkan
kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi guncangan ekonomi dan lingkungan (Folke,
2006; Behboudian et al.,, 2025). Dengan demikian, kontribusi Perhutanan Sosial terhadap SDGs
Goal 10 tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural, karena mengurangi kerentanan
kelompok rentan terhadap ketimpangan jangka panjang.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat
bergantung pada kualitas pendampingan, akses pasar, dan dukungan kebijakan lokal. Tanpa
faktor-faktor tersebut, manfaat ekonomi Perhutanan Sosial cenderung terkonsentrasi pada
kelompok tertentu dan berpotensi menciptakan ketimpangan internal baru (Kahsay et al., 2023;
Sahide et al., 2020).

3. Pemberdayaan Sosial, Inklusi Gender, dan Masyarakat Adat

Selain dimensi ekonomi, Perhutanan Sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap
pengurangan ketimpangan sosial dan struktural. Sejumlah studi menegaskan bahwa pengakuan
akses kelola hutan memperkuat posisi sosial masyarakat adat dan mengurangi konflik agraria
yang selama ini menjadi sumber eksklusi dan ketimpangan (Andriyani & Irfan, 2025; Halomoan
etal, 2025).

Aspek gender juga menjadi temuan penting dalam literatur 2025. Keterlibatan perempuan
dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, khususnya dalam usaha HHBK dan pengolahan hasil
hutan, berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga sekaligus memperluas
partisipasi sosial (Apriani et al., 2025; Rustham et al., 2025). Temuan ini memperkuat argumen
bahwa Perhutanan Sosial mendukung indikator SDGs 10.2.1 dan 10.3.1, yakni peningkatan
inklusi sosial dan pengurangan diskriminasi.

Dalam kerangka yang lebih luas, penguatan inklusi sosial melalui Perhutanan Sosial sejalan
dengan pendekatan human security, yang menempatkan kesejahteraan, akses sumber daya, dan
keadilan sosial sebagai bagian dari keamanan manusia (UNDP, 1994; Caballero-Anthony, 2016).

4. Kelembagaan Lokal, Tata Kelola, dan Relasi Kuasa

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan lokal merupakan
faktor penentu dalam distribusi manfaat Perhutanan Sosial. Kelompok tani hutan dan KUPS
dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel cenderung menghasilkan manfaat ekonomi
yang lebih merata bagi anggotanya (Bimantara et al.,, 2025; Kahsay et al., 2023).
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Sebaliknya, kelembagaan yang lemah berisiko mereproduksi ketimpangan internal, baik
dalam pengambilan keputusan maupun distribusi keuntungan. Temuan ini konsisten dengan
kritik kebijakan Perhutanan Sosial yang menyoroti adanya kecenderungan policy layering tanpa
transformasi struktural yang mendalam (Erbaugh, 2019; Erbaugh & Nurrochmat, 2019).

Dalam konteks SDGs Goal 10, penguatan kelembagaan lokal berkontribusi pada
pengurangan ketimpangan relasi kuasa, tetapi membutuhkan integrasi dengan reformasi
tenurial dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat (Myers et al., 2022; Siscawati et al., 2017).

5. Dampak Struktural Perhutanan Sosial terhadap Ketimpangan Spasial dan Pencapaian
SDGs 10

Literatur menunjukkan bahwa meskipun Program Perhutanan Sosial memberikan dampak
yang relatif kuat terhadap pengurangan ketimpangan di dalam wilayah (intrawilayah),
khususnya di tingkat desa dan komunitas sekitar hutan, kontribusinya terhadap penurunan
ketimpangan antardaerah dan nasional masih bersifat terbatas. Capaian program sangat
bervariasi antarprovinsi dan dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, dukungan
kebijakan lintas sektor, serta kondisi sosial-ekonomi awal masyarakat penerima manfaat
(Nasution et al., 2025; Nurwansyah et al,, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan studi lintas
wilayah yang menegaskan bahwa dampak Perhutanan Sosial terhadap kesejahteraan dan
konservasi bersifat heterogen, sehingga program ini tidak dapat diposisikan sebagai instrumen
tunggal untuk menurunkan ketimpangan nasional secara langsung (Santika et al., 2019).

Dalam konteks tersebut, perbandingan Gini Ratio Indonesia antara tahun 2015 dan 2025
menjadi relevan karena tahun 2015 menandai fase awal penguatan dan perluasan kebijakan
Perhutanan Sosial secara nasional. Sejak periode tersebut, Perhutanan Sosial mulai digaungkan
sebagai strategi korektif untuk menjawab ketimpangan akses kelola sumber daya hutan, konflik
agraria, serta keterbatasan kesempatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Rentang waktu satu
dekade ini merepresentasikan fase implementasi kebijakan yang cukup panjang untuk
mengamati kecenderungan struktural ketimpangan, meskipun belum sepenuhnya
mencerminkan dampak kebijakan secara makro.

Tabel 2. Perbandingan Gini Ratio Indonesia Tahun 2015 dan 2025
Wilayah Gini Ratio 2015  Gini Ratio 2025 Perubahan (A)

Nasional 0,408 0,375 -0,033
Perkotaan 0,428 0,395 -0,033
Perdesaan 0,334 0,299 -0,035

Data Gini Ratio menunjukkan bahwa selama periode 2015-2025 terjadi penurunan
ketimpangan pendapatan secara nasional, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan,
meskipun penurunannya berlangsung secara gradual. Namun demikian, ketimpangan di
wilayah perkotaan tetap lebih tinggi dibandingkan perdesaan, dan kesenjangan spasial antara
kota dan desa masih bertahan. Pola ini mengindikasikan bahwa penurunan ketimpangan
nasional tidak dapat dijelaskan oleh satu instrumen kebijakan semata, melainkan merupakan
hasil dari kombinasi berbagai intervensi pembangunan, termasuk perlindungan sosial,
pembangunan perdesaan, dan reformasi tata kelola sumber daya alam.

Dalam kerangka tersebut, Program Perhutanan Sosial berkontribusi terutama pada wilayah
perdesaan dan kawasan sekitar hutan, yaitu wilayah yang secara historis memiliki tingkat
kesejahteraan lebih rendah dan kerentanan ketimpangan yang lebih tinggi. Sintesis literatur
Perhutanan Sosial tahun 2025 menunjukkan bahwa program ini secara konsisten meningkatkan
pendapatan rumah tangga, mendorong diversifikasi penghidupan, serta memperkuat akses
masyarakat terhadap sumber daya produktif. Dampak-dampak ini berperan penting dalam
menekan ketimpangan intrawilayah perdesaan, meskipun belum cukup kuat untuk secara
signifikan menggeser indikator ketimpangan makro seperti Gini Ratio nasional.

Perbedaan antara skala dampak mikro dan indikator makro tersebut menegaskan bahwa
Perhutanan Sosial bekerja melalui mekanisme jangka menengah hingga panjang. Program ini
tidak dirancang sebagai instrumen redistribusi pendapatan langsung, melainkan sebagai
kebijakan struktural yang memperluas akses ekonomi dan sosial kelompok rentan. Oleh karena
itu, kontribusinya terhadap penurunan ketimpangan nasional bersifat akumulatif dan sangat
bergantung pada keberlanjutan kebijakan, perluasan cakupan wilayah, serta integrasinya
dengan kebijakan pembangunan lainnya.

Dengan membaca dinamika Gini Ratio 2015-2025 dalam perspektif kebijakan, dapat
disimpulkan bahwa Program Perhutanan Sosial berperan sebagai instrumen komplementer
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dalam agenda pengurangan ketimpangan di Indonesia. Meskipun dampaknya belum
sepenuhnya tercermin dalam indikator ketimpangan makro, temuan empiris menunjukkan
bahwa Perhutanan Sosial memiliki potensi strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan
inklusif di tingkat lokal dan mendukung tren penurunan ketimpangan jangka panjang,
khususnya apabila diintegrasikan secara konsisten dengan kebijakan pembangunan wilayah
dan perlindungan sosial, sebagaimana direkomendasikan dalam World Inequality Report 2026
(Chancel et al., 2025).

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap pencapaian
SDGs Goal 10 (Reducing Inequalities) di Indonesia melalui sintesis literatur terhadap 82 artikel
ilmiah yang terbit pada tahun 2025 serta analisis indikator ketimpangan menggunakan data
koefisien Gini dari Badan Pusat Statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial
memberikan kontribusi nyata namun bersifat tidak langsung terhadap upaya pengurangan
kesenjangan.

Kontribusi paling konsisten dari Program Perhutanan Sosial terletak pada pengurangan
ketimpangan intrawilayah, khususnya di kawasan perdesaan dan sekitar hutan. Peningkatan
pendapatan rumah tangga, diversifikasi sumber penghidupan, serta penguatan akses
masyarakat terhadap sumber daya produktif menjadi mekanisme utama yang mendukung
peningkatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, Perhutanan
Sosial berperan sebagai instrumen redistribusi akses ekonomi dan sosial, yang relevan dengan
indikator SDGs 10.1.1 dan 10.2.1.

Selain dimensi ekonomi, Perhutanan Sosial juga berkontribusi pada pengurangan
ketimpangan struktural melalui penguatan inklusi sosial, peningkatan peran perempuan,
pengakuan hak masyarakat adat, dan penguatan kelembagaan lokal. Namun demikian, kajian ini
menemukan bahwa dampak Perhutanan Sosial terhadap penurunan ketimpangan antardaerah
dan koefisien Gini nasional masih terbatas. Variasi capaian antarwilayah menunjukkan bahwa
keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal, dukungan
kebijakan daerah, serta integrasi dengan program pembangunan lainnya.

Dengan demikian, Program Perhutanan Sosial tidak dapat diposisikan sebagai solusi
tunggal untuk mengatasi ketimpangan nasional, tetapi sebagai instrumen komplementer yang
berperan penting dalam memperkuat pembangunan inklusif di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang relevan untuk
memperkuat kontribusi Program Perhutanan Sosial terhadap pencapaian SDGs Goal 10 adalah
sebagai berikut:

1. Integrasi indikator SDGs Goal 10 dalam evaluasi Perhutanan Sosial

Kementerian Kehutanan perlu mengintegrasikan indikator ketimpangan, seperti Gini
Ratio regional dan indikator inklusi sosial, dalam sistem monitoring dan evaluasi
Perhutanan Sosial agar kontribusinya terhadap pengurangan kesenjangan dapat diukur
secara lebih sistematis.

2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola kelompok Perhutanan Sosial

Penguatan kapasitas organisasi, transparansi pengelolaan, dan akuntabilitas
kelembagaan kelompok tani hutan dan KUPS perlu menjadi prioritas untuk mencegah
ketimpangan internal dan memastikan distribusi manfaat yang lebih adil.

3. Peningkatan dukungan ekonomi dan akses pasar

Diversifikasi penghidupan masyarakat hutan perlu didukung dengan akses pembiayaan,
pendampingan usaha, serta penguatan rantai nilai agar manfaat ekonomi Perhutanan
Sosial tidak berhenti pada skala subsisten.

4. Pendekatan afirmatif bagi kelompok rentan

Kebijakan Perhutanan Sosial perlu secara eksplisit memasukkan strategi afirmatif bagi
perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin agar kontribusinya terhadap inklusi
sosial dan pengurangan diskriminasi semakin kuat.

5. Sinergilintas sektor dan pembangunan wilayah

Untuk memperkuat dampak terhadap ketimpangan antardaerah, Perhutanan Sosial
harus disinergikan dengan kebijakan pembangunan wilayah, perlindungan sosial, dan
pengurangan kemiskinan secara terintegrasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas pemahaman tentang
hubungan antara Perhutanan Sosial dan SDGs Goal 10 melalui pendekatan sintesis literatur dan
analisis indikator ketimpangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan
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pendekatan kuantitatif atau mixed methods yang mengombinasikan data implementasi
Perhutanan Sosial dengan indikator ketimpangan regional secara longitudinal, sehingga
hubungan kausal dapat dianalisis lebih mendalam.
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